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ABSTRACT 

The poverty reduction program is still one of the government's priorities, 

especially since the Covid-19 pandemic. The data shows that many households 

or communities still need help in meeting basic needs. At the same time, the 

scope of supporters does not provide opportunities to improve welfare on an 

ongoing basis or to get out of vulnerability. The study aims to analyze the 

welfare conditions of poor households in urban areas by bringing them closer 

to the basic needs and scope of welfare. Supporting environmental information 

from both internal and external in efforts to reduce poverty. Local 

governments urgently need this study to support poverty alleviation 

programs. This study used a survey approach from data from household 

groups receiving Program Keluarga Harapan assistance in Babakan Ciparay 

District obtained from e-PKH data since the Covid 19 Pandemic. This data 

supports conducting a multidimensional analysis of poverty levels in urban 

areas through Nested Spheres of Poverty (NESP). This study shows that the 

average beneficiary family living in urban areas shows optimism to prosper, 

even though they are experiencing a crisis of basic needs and spheres of well-

being. Recommendations are given the need to improve the evaluation of the 

welfare of beneficiary households, to be more effective and sustainable by 

bringing multidimensional closer to look at various aspects of subjectivity and 

objectivity, basic needs, such as Education; Health; standard of living; and the 

scope of welfare with the Sustainable Livelihoods approach. 

 

 

PENDAHULUAN

Ide dasar dari suatu pembangunan 

bertujuan untuk menaikan kualitas atau 

kepuasan hidup. Untuk menilai 

dampak proyek pembangunan dalam 

pengentasan kemiskinan sangat penting 

menggunakan metode pengukuran 

kesejahteraan. Fakta secara umum, 

mengukur kesejahteraan menitik 
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beratkan pada pendapatan dan 

konsumsi dibandingkan dengan garis 

kemiskinan. Namun, ukuran ini dikritik 

karena mengabaikan aspek kemiskinan 

non-moneter (Ravindra Deyshappriya & 

Minuwanthi, 2020); Takeshi, 2018). 

Apabila kemiskinan dilihat secara 

menyeluruh maka tidak aman untuk 

mengandalkan pada satu ukuran 

kemiskinan dan tidak secara akurat 

mewakili deprivasi non-moneter dalam 

mengidentifikasi orang miskin. Sebab, 

kemiskinan terdiri dari banyak hal yang 

saling terkait, yakni kekurangan sumber 

daya material/pendapatan dan 

kekurangan kemampuan (Kuhumab, 

2018; Su et al., 2021). Meskipun 

pengurangan kemiskinan pendapatan 

juga menunjukkan penurunan dalam 

indikator lainnya (Alkire et al., 2015). 

Mungkin ada indikator lain yang dapat 

diidentifikasi yang sangat terkait 

dengan deprivasi dalam dimensi non-

moneter lainnya. Luasnya dimensi yang 

mencirikan kesejahteraan membuat sulit 

untuk diukur sehingga ada tantangan 

lebih lanjut untuk mengintegrasikan 

langkah-langkah kesejahteraan ke 

dalam pemodelan kebijakan dan 

menghubungkan dengan analisis 

ekonomi makro (Alkire, 2015). Langkah 

preferensi dalam kebijakan pengukuran 

kesejahteraan non-moneter mengacu 

kepada kapabilitas (Alkire, 2015; 

Kuhumab, 2018), dan kesejahteraan 

subjektif (Alatartseva & Barysheva, 

2015; Cummins, 2018; Dolan et al., 2011; 

Khomaini, 2020; Nugroho et al., 2022; 

Rojas, 2014; Takeshi, 2018). Ini untuk 

mempertimbangkan tujuan utama 

kebijakan seperti progress pemantauan, 

menginformasikan desain dan penilaian 

kebijakan (Dolan et al., 2011).  

Ada saran kebijakan dari hasil 

ukuran dan pemantauan kemiskinan 

melalui moneter dan non-moneter 

untuk mengetahui kendala 

kesejahteraan masyarakat bersifat lokal. 

Misalnya Gonner (2007) melakukan 

studi ukur dalam pemantauan 

kemiskinan di Kutai Barat, Kalimantan 

Timur dengan mendekatkan 

kesejahteraan subjektif, kemiskinan 

multidimensi dan aksesbilitas layanan. 

Kesimpulannya adalah konsep yang 

diterapkan dapat mudah disesuaikan 

dengan kondisi setempat/lokal 

dibandingkan dengan indikator 

kemiskinan nasional. Sebagai contoh, 

suatu daerah mempunyai komoditas 

dan karakteristik yang berbeda di tiap 

daerah lainnya. Ini dapat 

menggambarkan tentang kelemahan 

yang dianggap kritis, moderat dan baik 

dalam melihat kemiskinan dan 

kesejahteraan karena masing-masing 

indikator saling terkait satu sama lain. 

Hal ini dapat digambarkan apabila 

seseorang mengalami kekurangan 

dalam layanan dasar/multidimensi 
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maka dapat mengarah kepada deprivasi 

akses sosial, ekonomi, layanan publik 

dan dapat mempengaruhi kualitas 

hidup. Ada hubungan antara 

kesejahteraan subjektif dengan 

pendapatan yang menunjukkan 

hubungan positif (Alatartseva & 

Barysheva, 2015; Alkire, 2015; Hadna & 

Askar, 2022; Martínez & Maia, 2018; 

McGuire et al., 2022; Rojas, 2014; 

Takeshi, 2018).  

Kesejahteraan subjektif merupakan 

penilaian subjektif orang terhadap 

kualitas hidup dan belum dapat 

dijelaskan pada ukuran kesejahteraan 

objektif (Takeshi, 2018). Ada pengaruh 

dampak pada kesejahteraan subjektif 

kepada kemiskinan pendapatan, garis 

kemiskinan dan kemiskinan 

multidimensi (Takeshi, 2018). 

Pendapatan yang lebih rendah dapat 

memperburuk pada kesejahteraan 

subjektif dan sebaliknya. Namun, 

pendapatan di bawah garis kemiskinan 

tidak memiliki pengaruh tambahan 

setelah ada pengendalian pendapatan. 

Kemiskinan multidimensi lebih ke 

sarana untuk menangkap kompleksitas 

kemiskinan yang mempertimbangkan 

berbagai dimensi kesejahteraan seperti 

pendidikan, kesehatan, standar hidup 

(Alkire et al., 2015), dan akses dalam 

memenuhi lingkup kebutuhan dasar, 

seperti alam, sosial, ekonomi, 

infrastruktur dan layanan publik 

(Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, W, 

et al., 2007). 

Pendekatan moneter dan non 

moneter memungkinkan dalam 

mengukur kesejahteraan minimum 

dalam melaksanakan program bantuan 

tunai bersyarat (BTB). BTB dipandang 

sebagai cara yang efektif dalam 

investasi pembangunan manusia 

melalui komitmen untuk 

memberdayakan diri dan menciptakan 

generasi di masa depan dan BTB 

menjadi alat kebijakan yang tepat di 

masa pandemi (Braun & Ikeda, 2020). Di 

beberapa negara berkembang 

mendekatkan BTB untuk pengentasan 

kemiskinan dan hasil program telah 

menaikan kesejahteraan masyarakat 

miskin serta berdampak positif sesuai 

tujuan program itu sendiri. Namun 

terlepas dari kesuksesan tersebut,  BTB 

memiliki dampak yang berbeda pada 

dimensi non-moneter (kesejahteraan 

subjektif) (Martínez & Maia, 2018). 

Dalam kasus bantuan tunai, diperoleh 

pandangan yang beragam dari 

penerima manfaat kaitan uang yang 

diterima (Kalama et al., 2021). Misalnya 

program MFA di Kolombia 

mengkonfirmasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap jaringan sosial dan 

komunitas atau persepsi tentang kondisi 

kehidupan keluarga penerima manfaat 

(Martínez & Maia, 2018), di Meksiko 

penerima manfaat di perkotaan 
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mengalami opportunity cost (Behrman et 

al., 2012). Penerima manfaat program 

BRIM/BSH di Malaysia menyampaikan 

bahwa bantuan tunai tidak 

mempengaruhi pendapatan rumah 

tangga secara besar-besaran karena 

hanya cukup untuk menutupi 

kebutuhan sehari-hari dan melunasi 

hutang yang tinggal di daerah 

perkotaan (Kalama et al., 2021). Kasus di 

Indonesia terdapat catatan dalam 

program BTB, yaitu sejauh ini belum 

ada pengaruhnya terhadap distribusi 

pengeluaran konsumsi bagi sasaran 

yang berada di kuantil terendah (Hadna 

& Askar, 2022). Ini mengarah kepada 

penjelasan kemiskinan sebagai akibat 

dari kurangnya sumber daya, 

keterampilan, kebebasan dan pilihan 

untuk masa depan yang lebih baik 

(Gonner, Haug, Cahyat, Wollenberg, W, 

et al., 2007). 

Sebagaimana respon penerima 

bantuan di Malaysia, Meksiko, 

Indonesia dan Kolombia yang 

merupakan berbagai aspek fundamental 

kehidupan penerima bantuan dalam 

kesejahteraan. Artinya, kondisi ini juga 

menggambarkan kemiskinan dengan 

cara yang sangat subjektif, didorong 

oleh perasaan kekurangan, 

ketidakmampuan dan kerentanan. 

Apalagi wabah virus COVID-19 

melanda dunia, jutaan orang terinfeksi 

COVID-19 dan meningkatkan estimasi 

dampak pandemi terhadap kemiskinan 

global. Di Indonesia, jumlah orang 

berisiko COVID-19 mempunyai korelasi 

dengan jumlah orang miskin 

multidimensi di suatu provinsi (Thaariq 

et al., 2020). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan ukuran kesejahteraan 

kembali dalam penentuan target 

sasaran, calon penerima, pemantauan 

dalam pelaksanaan dan exit program. 

Pelaksanaan ini mengarahkan manfaat 

kepada masyarakat miskin atau rentan 

dari program yang merupakan fitur 

penting dari BTB yang ditinjau (Rossel 

et al., 2019). 

Ada beberapa alasan pendekatan 

moneter dan non moneter dalam 

mengukur kemiskinan dan 

kesejahteraan pada BTB, di antaranya 

perbedaan karakteristik wilayah di 

Indonesia baik perkotaan atau 

pedesaan. Secara subjektif, perkotaan 

meningkatkan pada kebahagiaan dan 

kepuasan dibandingkan pedesaan yang 

hanya meningkatkan kebahagiaan 

dalam modal sosial (Nugroho et al., 

2022). Alasan utama adalah modal 

sosial di perkotaan memiliki asosiasi 

manajemen dan infrastruktur dengan 

masyarakat ketimbang di pedesaan, 

seperti ketersediaan fasilitas sarana 

prasarana dan infrastruktur. Namun, 

akan berbeda jika rumah tangga yang 

kondisi sosial ekonominya rendah yang 

dapat mempengaruhi kualitas hidup 
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(Diener, 1984; Diener et al., 1993; Diener 

& Ryan, 2015; Muhammed & Abubakar, 

2020). Hal ini terkait penyebab faktor 

kemiskinan perkotaan (Rukumnuaykit, 

2015). Melihat hal itu, penggunaan 

konsep dan model multidimensi dapat 

diadaptasi secara lokal untuk mengukur 

dan memantau kemiskinan (Gonner, 

Haug, Cahyat, Wollenberg, W, et al., 

2007). Pendekatan multidimensi untuk 

mengidentifikasi penerima manfaat 

yang secara eksplisit 

mempertimbangkan berbagai tujuan 

BTB (conditional cash transfer) dan 

berbagai kekurangan rumah tangga 

miskin (Azevedo & Robles, 2013). 

Sebab, pada dasarnya program CCT 

menggabungkan redistribusi dan tujuan 

struktural (Azevedo & Robles, 2013; 

Martínez & Maia, 2018).  

Kaitan BTB, dalam hal ini PKH, ada 

beberapa hal yang diperoleh bagi 

penerima manfaat. Pertama penerima 

manfaat yang exit program 

kemungkinan dapat kembali ke kondisi 

sebelum menjadi peserta program 

(Syamsulhakim & Khadijah, 2021). Ini 

dilatarbelakangi 7% rumah tangga 

berada di desil 1 memiliki alasan karena 

menganggap keluarga lain lebih 

membutuhkan program dan penerima 

yang exit dari program tanpa adanya 

ekonomi inklusif (Syamsulhakim & 

Khadijah, 2021). Kedua penerima 

manfaat yang aktif dapat dihadapkan 

dengan tantangan pada preferensi dan 

akses yang berbeda terhadap sumber 

daya (Chiappori & Meghir, 2014) yang 

dapat mengakibatkan opportunity cost 

dan masih terdapat peserta PKH berada 

di atas garis kemiskinan (Sembiring, 

2022). Apalagi penerima bantuan 

merupakan pekerja di sektor informal, 

mereka paling berdampak di era 

COVID-19 (Hastuti et al., 2020). 

Gambaran kedua kasus tersebut yang 

kemungkinan menggambarkan jumlah 

graduasi PKH. Sebab, jumlah graduasi 

mandiri lebih sedikit ketimbang 

graduasi alamiah, yakni 837.531 secara 

alamiah dan graduasi mandiri sebanyak 

341.773 (Syamsulhakim & Khadijah, 

2021). 

Perbandingan jumlah graduasi 

mandiri dan alamiah memberikan 

gambaran pada kemampuan 

pemutakhiran data sosial ekonomi 

terkait: kesulitan penilaian secara 

objektif, penilaian subjektif oleh 

Pendamping PKH, penilaian 

masyarakat atau penerima bantuan 

secara sukarela melepas/exit dari 

program serta merasa enggan untuk 

melepas bantuan (Syamsulhakim & 

Khadijah, 2021). Tentunya, untuk 

mengetahui kondisi kesejahteraan 

rumah tangga perlu dilihat kembali 

tingkat kesejahteraan penerima bantuan 

PKH. Hal ini berkaitan dengan sebagian 

besar ukuran kesejahteraan empiris 
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terhenti di tingkat rumah tangga 

(Chiappori, 2016). Apalagi fokus yang 

berkembang dalam literatur tentang 

evaluasi dampak program anti 

kemiskinan ditempatkan kembali pada 

pendekatan penghitungan (Levine et al., 

2012). Oleh karena itu, pentingnya 

melihat kesejahteraan guna menjawab 

permasalahan graduasi mandiri dan 

mengetahui deprivasi kesejahteraan 

rumah tangga penerima manfaat 

penting dilakukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan kesejahteraan rumah 

tangga penerima manfaat PKH secara 

multidimensi.  

 

Gambar 1. Tingkat Kesejahteraan Terendah Kota 

Bandung 

 

Gambar 2. Jumlah KPM, Jumlah Graduasi Kota 

Bandung 

Keterangan:  

KPM = Keluarga Penerima Manfaat 

JG = Jumlah Graduasi 

Berbagai penelitian PKH telah 

dilakukan, seperti PKH berjalan efektif 

(Cahyadi et al., 2020; World Bank, 2011), 

dampak program pada kesehatan, 

pendidikan, modal manusia (Cahyadi et 

al., 2020), pentingnya 

resertifikasi/graduasi KPM PKH (Puteri, 

2021), dan graduasi KPM PKH 

(Syamsulhakim & Khadijah, 2021). 

Namun studi pengukuran kesejahteraan 

keluarga penerima manfaat dalam 

pemantauan Program Keluarga 

Harapan perkotaan belum dilakukan 

secara moneter dan non-moneter, baik 

dari kesejahteraan subjektif dan 

kesejahteraan objektif. Indikator 

kesejahteraan subjektif dapat 

berkontribusi dalam studi kesejahteraan 
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dan kemiskinan selain indikator sosial 

ekonomi (Rojas, 2014). Hal ini menjadi 

dasar perlunya penelitian yang 

memberikan penjelasan secara lebih 

mendalam mengenai kesejahteraan 

sebagai penerima manfaat PKH 

perkotaan, khususnya di Kecamatan 

Babakan Ciparay Kota Bandung. Alasan 

dasar pemilihan Kecamatan Babakan 

Ciparay memiliki jumlah rumah tangga 

yang berada di desil satu tertinggi di 

Kota Bandung (12.35%) dibandingkan 

dengan kecamatan lain (Gambar 1). 

Kecamatan Babakan Ciparay memiliki 

jumlah penerima manfaat PKH 

sebanyak 3211 dengan jumlah kedua 

tertinggi setelah Kecamatan Bandung 

Kulon. Selain itu, jumlah graduasi 

tertinggi di Kota Bandung meskipun 

yang terjadi graduasi secara alamiah, 

jumlah graduasi di tahun 2020 sebanyak 

502 secara alamiah sementara graduasi 

mandiri nol penerima (gambar 2).  

Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah 

penerima bantuan terbesar di Indonesia 

dan masyarakat miskin terbanyak 

kedua di Indonesia, yakni berjumlah 

4.188.520 jiwa. Jawa Barat mendapat 

bantuan PKH hampir 40.2% dari 

penduduk miskin di Provinsi Jawa 

Barat. Hal ini mengarah kepada 

ketimpangan atau distribusi 

pendapatan antar penduduk sebesar 

0.403 dengan pendapatan per kapita per 

bulan per orang sebesar 421.757 baik di 

pedesaan maupun 428.832 di perkotaan

 
Tabel 1. Total Keluarga Penerima Manfaat, Mayarakat Miskin, Gini Rasio dan Garis Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Barat 

No PROVINSI 

 KPM  
Penduduk 

Miskin Gini rasio  Garis Kemiskinan  

 2021  
(Sept 2020) (Mar 2020) 

 Pedesaan 

(Mar 2021)  

 Perkotaan 

(Mar 2021)  

1 
JAWA 

BARAT 
1,685,066 4,188,520 0.403 421,757 428,832 

Data sekunder, diolah penulis 

 

Berdasar jenis graduasi, Kecamatan 

Babakan Ciparay melalui graduasi 

alamiah maka dapat dipastikan rumah 

tangga yang exit program dapat kembali 

miskin apabila tanpa melihat kembali 

ukuran kesejahteraan penerima 

program. Hal senada terkait adanya 

asosiasi faktor kesejahteraan yang 

membentuk subjektifitas penerima 

bantuan BTB di Kecamatan Babakan 

Ciparay (Ismail et al., 2022). Selain itu, 

Kecamatan Babakan Ciparay berada di 

perkotaan, memiliki fasilitas dan akses 

yang mudah ke sarana pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, infrastruktur bagi 

masyarakat yang tinggal serta belum 

mengalami kebanjiran/kekeringan/-

angin besar (BPS Kota Bandung, 2020).  
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Berdasar dari kelayakan huni tahun 

2017 dan 2018 Kecamatan Babakan 

Ciparay ada kenaikan secara signifikan 

di tiap indikator. Hal sama terjadi pada 

tahun 2017 dan 2018 dalam indeks 

kebahagiaan yang menunjukkan adanya 

peningkatan persepsi masyarakat di 

Kecamatan Babakan Ciparay  

Masyarakat Kecamatan Babakan 

Ciparay menunjukkan tingkat 

kebahagiaan (2017: 71.51, 2018: 72.34) 

meskipun ada penurunan nilai indeks 

per tahunnya di pekerjaan (2017: 70.26, 

2018: 69.70), lingkungan (2018: 74.85, 

2017: 75.76), keamanan (2018: 72.20, 

2017: 77.88), Keharmonisan keluarga 

(2018: 76.59, 2017: 77.53), hubungan 

sosial (2018:72.57, 2017: 73.25) dan 

ketersediaan waktu luang (2018: 69.27, 

2017: 72.37). Oleh karena itu, melihat 

latar belakang tersebut maka perlu 

dilakukan analisis ukuran kesejahteraan 

penerima manfaat dengan model 

moneter dan non moneter. Hasilnya 

juga dapat digunakan oleh Fasilitator 

PKH atau lembaga terkait dalam 

pemantauan kesejahteraan penerima 

untuk mengetahui kondisi kelemahan 

kesejahteraan penerima bantuan. Selain 

itu, tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis ukuran kesejahteraan 

rumah tangga penerima PKH di 

Kecamatan Babakan Ciparay Kota 

Bandung dengan mendekatkan moneter 

dan non moneter. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan kuantitatif deskripsi 

diadopsi dalam penelitian ini karena 

tujuannya untuk melihat tingkat 

kesejahteraan rumah tangga penerima 

bantuan Program Keluarga Harapan di 

Kecamatan Babakan Ciparay Kota 

Bandung. Sebanyak 3211 rumah tangga 

penerima bantuan yang masih aktif 

dijadikan populasi dengan 

menggunakan random sampel dalam 

menentukan sampel. Untuk 

menggeneralisir dari random sampling 

dan menghindari kesalahan atau bias, 

harus memiliki ukuran sampel 

(Taherdoost, 2020). Formula umum 

menghitung ukuran sampel dalam 

survey menggunakan 𝑛 =
(𝑁∗𝑋)

𝑁+𝑁−1
 di 

mana  𝑋 =
(

𝑍𝛼

22 ∗𝑃(1−𝑃)

𝑀𝑂𝐸2  (Etikan & Babatope, 

2019).   

Penelitian ini mendeskripsikan dari 

hasil survey dengan pengolahan data 

menggunakan Nested Spheres of Poverty 

(NESP). Model NESP digunakan untuk 

menawarkan dasar komprehensif dalam 

penilaian kemiskinan dan kesejahteraan 

multidimensi di tingkat rumah tangga 

(Gonner et al., 2007). Konsep NESP 

merupakan model bertingkat dengan 

berpusat pada kesejahteraan subjektif 

dikelilingi oleh aspek inti kemiskinan 

termasuk kebutuhan dasar, pendidikan, 

kesehatan dan lingkungan pendukung: 

alam, politik, ekonomi, dan sosial 
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dengan layanan dan sarana (Gonner, 

Haug, Cahyat, Wollenberg, de Jong, et 

al., 2007).  

Penghitungan indeks dilakukan 

dengan penjumlah skor yang diperoleh 

dari hasil jawaban setiap 

pertanyaan/pertanyaan dalam satu 

variabel melalui penjumlahan skor 

minimum dari skala nilai terendah dari 

pernyataan/pertanyaan dalam satu 

variabel dan menjumlahkan skor 

maksimum dari perolehan skala 

tertinggi atau dengan formulasi =

  
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ) − (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛.)

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠.) − (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛.)
𝑥100. 

Penentuan kesejahteraan rumah tangga 

menggunakan tiga indikasi, yaitu kritis, 

moderat dan baik dari hasil 

pengukuran. Pengolahan data 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

versi 25 dan Ms. Office Excel versi 2019 

dengan mengacu kepada tahapan 

pengukuran kesejahteraan yang 

dilakukan oleh (Cahyat et al., 2007). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 3 menjelaskan demografi 

penerima manfaat PKH di Kecamatan 

Babakan Ciparay. Data menunjukkan 

penerima bantuan BTB di Kecamatan 

Babakan VCiparay masuk di bawah 

garis kemiskinan. Hal ini mengarah 

kepada rata-rata pendapatan masih di 

bawah satu juta (mean 2.20, SD 1.328). 

Mempunyai jumlah anak antara 2 dan 3 

anak (mean 2.75, SD 0.890) yang harus 

dirawat dan membiayai sekolah 

anaknya hampir ke dua-duanya hingga 

jenjang yang lebih tinggi, masih 

bertempat tinggal bersama dengan 

keluarga (mean 1.50, SD 0.779) lainnya. 

Sementara penerima manfaat masuk 

usia produktif, yaitu 41 sampai dengan 

50 tahun (mean 2.55, SD 0.715) dengan 

pendidikan (mean 2.70, SD 0.832) 

mengarah lulusan SMP. Kondisi 

tersebut dapat mengakibatkan kesulitan 

dalam meraih peluang usaha di wilayah 

perkotaan, terkecuali mereka memiliki 

potensi yang dijadikan untuk 

membentuk atau mengembangkan 

keterampilan yang dimiliki guna 

menunjang peningkatan keuangan. 

Setidaknya dengan masih memiliki 

pasangan (mean 1.92, SD 0.268) maka 

bisa membantu suaminya yang 

berprofesi sebagai pedagang.  

Temuan atas kondisi kesejahteraan 

rumah tangga dijelaskan di bawah ini 

sesuai dengan sub-kesejahteraan 

(kesejahteraan subjektif, kesejahteraan 

inti dan kesejahteraan pendukung).  

Tabel 3 menyajikan statistik rata-rata 

nilai ukuran kesejahteraan melalui 

nested spheres of poverty penerima 

manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay 

Kota Bandung dengan lingkup subjektif, 

core (kesehatan, pendidikan dan standar 

hidup), dan context (alam, ekonomi, 

sosial, politik dan layanan dan 

infrastruktur). Penentuan kesejahteraan 
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rumah tangga menggunakan tiga 

indikasi, yaitu kritis, moderat dan baik 

dari hasil per kuartil untuk membaca 

kondisi kesejahteraan. 

 

Tabel 2. Statistik Profil Penerima Manfaat 

 

Pendap

atan 

Jumlah 

Anak 

Jumlah 

Anak 

Sekola

h 

Jumlah 

KK 

Usia 

Resp. 

Pekerjaa

n 

Pasanga

n 

Pendidi

-kan 

Status 

Kawin 

Respon-

den 

343 343 343 343 343 343 343 343 

Mean 2.20 2.75 1.65 1.50 2.55 2.29 2.70 1.92 

SD 1.328 .890 .739 .779 .715 .822 .832 .268 

Sumber: data deskriptif, diolah oleh penulis

Tabel 3. Statistik NESP Penerima Manfaat 

  Subjekti

f 
Core Context 

  Subjektif 

Kesehata

n 

Pendidika

n 

St_Hidu

p Alam 

Ekonom

i Sosial 

Politi

k 

Infras_La

y 

N Valid 343 343 343 343 343 343 343 343 343 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 52.62 69.51 89.41 58.99 88.44 44.35 63.44 75.32 61.22 

Std. Error of Mean 1.40 0.80 1.23 0.85 1.15 0.94 1.01 0.92 0.96 

Median 50.00 66.67 100.00 59.26 100.0

0 

38.89 62.96 75.00 60.61 

Std. Deviation 25.88 14.76 22.83 15.71 21.31 17.33 18.74 17.09 17.70 

Variance 669.68 217.92 521.01 246.89 453.9

2 

300.17 351.22 291.90 313.21 

Skewness 0.19 -0.06 -2.08 -0.14 -1.64 0.66 0.08 -0.47 -0.07 

Std. Error of 

Skewness 

0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

Kurtosis -0.77 0.07 3.28 0.11 1.35 0.42 -0.45 -0.19 -0.15 

Std. Error of Kurtosis 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

Range 100.00 80.95 100.00 88.89 66.67 94.44 88.89 87.50 93.94 

Minimum 0.00 19.05 0.00 11.11 33.33 5.56 11.11 12.50 6.06 

Maximum 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

0 

100.00 100.00 100.00 100.00 

Percentile

s 

25 33.33 61.90 100.00 48.15 66.67 33.33 48.15 62.50 48.48 

50 50.00 66.67 100.00 59.26 100.0

0 

38.89 62.96 75.00 60.61 

75 75.00 80.95 100.00 70.37 100.0

0 

55.56 77.78 87.50 72.73 

Sumber: data deskriptif, diolah oleh penulis 

 

Kesejahteraan Subjektif 

Penghitungan nested spheres of poverty 

untuk mengetahui ukuran kondisi 

subjektif dari skor rata-rata indeks yang 

diperoleh. Berdasarkan jumlah rumah 

tangga, penerima manfaat yang masuk 
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kondisi kritis sebanyak 43.44 persen, 

sebanyak 25.07 persen berada dalam 

kondisi baik, dan sebanyak 31.49 persen 

masuk dalam kondisi moderat (gambar 

4). Temuan ini menunjukkan bahwa 

lebih dari sepertiga kondisi responden 

merasa kondisi subjektifnya kritis di 

tengah pandemik. Akan tetapi secara 

rata-rata, kondisi kesejahteraan subjektif 

responden masuk dalam kondisi 

moderat (mean 52.62, SD 25.88, min 0.00, 

median 50.00, max 100.00).  

Hasil ukur mengindikasikan adanya 

subjektifitas keluarga penerima manfaat 

atas tingkat kualitas individu dari 

situasi kehidupan di tempat mereka 

tinggal yang berbeda dalam 

kesejahteraan. Ketimpangan nilai skor 

subjektif tiap penerima manfaat 

dibentuk berdasar pada persepsi 

mereka. Artinya subjektif penerima 

manfaat yang berada di daerah mereka 

tinggal dapat ditentukan dari beberapa 

faktor yang mampu memberikan 

penilaian kepada dirinya sendiri seperti 

kondisi kesehatan, pendidikan, 

demografi (Cramer et al., 2004) rumah 

tangga, faktor personal dan pengalaman 

(Camfield & Skevington, 2008). Ini 

senada dengan hasil asosiasi faktor-

faktor kesejahteraan yang membentuk 

subjektifitas penerima BTB di 

Kecamatan Babakan Ciparay (Ismail et 

al., 2022). 

 

Gambar 4. Persentase Kondisi Kritis, Moderat 

dan Baik Subjektif Penerima Manfaat di 

Kecamatan Babakan Ciparay 

Komponen Dasar (Core) 

Pendekatan kemiskinan tidak hanya 

melalui analisis moneter tentang 

mengukur kemampuan daya beli, 

pendapatan atau pengeluaran namun 

ada lebih luas kepada dimensi lain 

(Budiantoro et al., 2013) seperti 

pendidikan, kesehatan dan standar 

hidup (Alkire et al., 2021). Apabila 

masyarakat tidak bisa mengakses 

terhadap layanan dasar pendidikan, 

kesehatan, kualitas hidup dari standar 

kehidupan maka itu bisa dikatakan 

miskin (Budiantoro et al., 2013). Rumah 

tangga yang memiliki kondisi 

keterbatasan pada kebutuhan dasar 

berdampak pada kondisi kesejahteraan 

psikologis (Rukumnuaykit, 2015) seperti 

keterbatasan lahan yang terpaksa 

tinggal satu rumah dengan keluarga 

lain, meskipun secara aset mereka yang 

tinggal di perkotaan terpenuhi dalam 

menunjang kehidupannya. Pengukuran 

kemiskinan multidimensi menurut 

43,44

31,49

25,07
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40%
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OPHI dan UNDP, memandang bahwa 

kemiskinan lebih holistik dan 

mendalam dalam permasalahan 

kesehatan, pendidikan dan kualitas 

kehidupan.  

 

 

Gambar 5. Persentase Kondisi Kritis, Moderat, 

dan Baik Pada Komponen Dasar (Core) Per 

Rumah Tangga Penerima Manfaat PKH 

 

Berdasar persentase jumlah keluarga 

penerima manfaat (gambar 5), 

menunjukkan perbandingan kondisi 

antar komponen/kebutuhan dasar. 

Kondisi standar hidup penerima 

manfaat lebih dari setengah penduduk 

penerima manfaat di Kecamatan 

Babakan Ciparay masuk dalam kondisi 

kritis (56.85%), meskipun ada 26.82 

persen masuk dalam kondisi baik dan 

16.33 persen dalam kondisi moderat 

16.33 persen. Hal yang sama terjadi 

pada kesehatan yang memiliki grafik 

menyerupai standar hidup. Ada 50.73 

persen rumah tangga penerima manfaat 

dalam kondisi kritis dan 20.12 persen 

masuk dalam kondisi moderat serta 

29.15 persen masuk dalam kondisi baik. 

Namun, skor rata-rata menunjukkan hal 

lain (kesehatan: mean 69.51, SD 22.83, 

min 0.00, median 66.67max 100.00, 

standar hidup: mean 58.99, SD 15.71, min 

11.11, median 59.26, max 100.00, tabel 1). 

Sementara, pendidikan justru memiliki 

jumlah persentase yang lebih tinggi 

ketimbang standar hidup dan 

kesehatan. Pendidikan bagi penerima 

manfaat di Kecamatan Babakan Ciparay 

menunjukkan keberagaman nilai 

persentase pada kondisi moderat dan 

kritis, yakni masing-masing 10.20 

persen dan jauh lebih rendah dari 

standar hidup dan kesehatan, sementara 

sebanyak 79.59 persen masuk kondisi 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan data 

statistik mean 89.41, SD 22.83, min 00.00, 

median 100, max 100.00). 

Lingkup Kesejahteraan (Spheres 

Welfare) 

Model NESP menawarkan hubungan 

yang jelas dengan berbagai sektor 

pemerintah dalam mendukung upaya 

mandiri untuk keluar dari kemiskinan 

bagi masyarakat miskin. Bahwa peluang 

kondisi alam, keuangan/ekonomi, fisik, 

sosial dan layanan mampu 

meningkatkan peluang penghidupan 

dan menunjukkan bagaimana faktor-

faktor tersebut berhubungan satu sama 

lain untuk mendapatkan mata 

50,73
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pencaharian berkelanjutan (Gonner et 

al., 2007; Serrat, 2017) dan membantu 

dalam menentukan prospek dalam 

mencapai standar kesejahteraan yang 

lebih tinggi serta dapat memandu 

dukungan strategis untuk di daerah 

(Gonner et al., 2007). Namun jika dalam 

lingkup kesejahteraan kurang 

mendukung hal itu dapat menyebabkan 

deprivasi kesejahteraan.  

Gambar 6 menunjukkan jumlah 

persentase rumah tangga dalam lingkup 

kesejahteraan di Kecamatan Babakan 

Ciparay. Sebagaimana dalam skor 

penghitungan dari masing-masing 

rumah tangga penerima manfaat, 

lingkup kesejahteraan di Kecamatan 

Babakan Ciparay menunjukkan (gambar 

4) lebih dari sebagian rumah tangga 

menganggap alamnya dalam kondisi 

baik (60.06%). Sementara ke lima 

lingkup kesejahteraan ekonomi 

(52.19%), sosial (46.06%), politik 

(41.40%), infrastruktur dan layanan 

(52.48) masuk dalam kondisi kritis atau 

mendominasi dari tiap ke lima lingkup 

kesejahteraan.  

 

Gambar 6. Persentase Kondisi Kritis,Moderat dan Baik Lingkup Kesejahteraan (Context) di 

Kecamatan Babakan Ciparay 

Lingkup alam (mutu air, tanah dan 

udara) di Kecamatan Babakan Ciparay 

dirasakan oleh penerima manfaat 

dengan kondisi baik (60.06) meskipun 

39.94 persen dalam kondisi kritis (mean 

88.44, SD 21.31, min 33.33, median 100.00, 

max 100.00). Hal yang sama terjadi di 

lingkup ekonomi bahwa ada 20.41 

persen penerima manfaat mendapatkan 

peluang kerja, mampu menabung, 

pengeluaran, dapat bantuan dari 

pemerintah pusat/daerah dan dan 

memiliki pinjaman (mean 44.35, SD 

17.33, min 5.56, median 38.89, max 100). 

Artinya, mereka dapat menyisihkan 

uang untuk menabung dan mereka 

masih mendapatkan bantuan dari 

pemerintah baik pusat maupun daerah, 

meskipun sebanyak 27.41 persen 

penerima manfaat dalam kondisi 

moderat dan 52.19 persen mengalami 

kondisi ekonomi kritis. Sementara 

39,94 52,19 46,06 41,40 52,48
0,00

27,41 34,40
29,45

24,2060,06
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ketersedian infrastruktur dan 

ruang/layanan public, yakni mutu 

layanan kesehatan/pendidikan, 

ketersediaan ruang publik, keterbatasan 

akses perolehan barang dan jasa hanya 

23.32 persen dirasakan oleh penerima 

manfaat meskipun hampir setengah 

rumah tangga (52.48 persen) 

menunjukkan kondisi kritis atau belum 

diselenggarakan oleh penerima manfaat 

(mean 61.22, SD 17.70, min 6.06, median 

60.61, max 100.00). Dalam hal politik 

(mean 75.32, SD 17.09, min 12.50, median 

75.00, max 100.00), terdapat hal yang 

sama, yakni 19.53 persen penerima 

manfaat mendapatkan kondisi baik 

dalam kemudahan akses informasi, 

partisipasi dengan masyarakat/keluarga 

dan kesetaraan hak sebagai masyarakat 

di tempat tinggalnya namun terdapat 

52.19 persen menunjukkan kritis dan 

27.41 moderat. Kemudian, di aspek 

sosial menunjukkan 46.06 persen 

menandakan adanya kondisi kritis 

dalam hal kepercayaan bermasyarakat, 

keamanan, toleransi dan partisipasi 

bermasyarakat. 

Kesejahteraan Rumah Tangga 

Penerima Manfaat Di Perkotaan  

Temuan studi ini membuat 

kontribusi untuk melengkapi literatur 

sekarang, yaitu melakukan resertifikasi 

guna memenuhi prasyarat 

kondisionalitas keluarga penerima 

manfaat (Puteri, 2021; Rossel et al., 2019) 

untuk mengidentifikasi ukuran 

kesejahteraan penerima bantuan guna 

meningkatkan kesejahteraan. 

Pengukuran kemiskinan dan 

kesejahteraan secara holistik dilihat dari 

moneter dan non-moneter. Melihat 

konsep tersebut, kesejahteraan 

penerima bantuan di perkotaan, 

Kecamatan Babakan Ciparay, rata-rata 

mengalami deprivasi kesejahteraan.  

Deprivasi kesejahteraan penerima 

bantuan memiliki dua penyebab. 

Pertama melihat dari hasil rata-rata 

indeks kesejahteraan (tabel 3) lebih 

dominan kondisi kritis di tiap 

indikatornya. Bahwa hasil analisis dari 

hasil ukur indeks kesejahteraan rata-

rata dengan model nested spheres of 

poverty (NESP) menunjukkan lingkup 

kesejahteraan ekonomi, sosial, politik 

dan infrastruktur & layanan masuk 

dalam keadaan kritis, dibandingkan 

kondisi alam dalam kondisi baik. 

Kondisi ini mengarah kepada penerima 

bantuan mengalami keterbatasan dalam 

mengakses. Misal lingkup ekonomi, 

mereka belum memaksimalkan 

membeli barang, menabung, melakukan 

usaha dan kemudahan mencari kerja. 

Lingkup sosial, penerima manfaat 

masih kurang dalam melakukan 

kegiatan dan dukungan sosial. Lingkup 

politik masih kurang dalam mengambil 
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sikap seperti memutuskan sesuatu, 

menentukan pilihan, dan 

menyelesaikan baik di internal maupun 

eksternal. Lingkup layanan dan 

ketersediaan infrastruktur penerima 

bantuan masih kurang merasakan 

meskipun beberapa layanan mereka 

merasa menerima layanan pendidikan, 

layanan kesehatan, layanan publik 

(pemerintah). Lingkup kesejahteraan ini 

menggambarkan keterkaitan dalam 

masing-masing indikator. Padahal, 

hubungan institusi dengan masyarakat 

merupakan partisipasi dalam 

mengambil kebijakan. Misalnya orang 

yang kurang beruntung secara sosial 

lebih mungkin terpapar jaringan sosial 

dan dukungan sosial yang buruk 

(Weyers et al., 2008).  

Kesejahteraan inti (kemiskinan 

dimensi) dua indikator kesehatan dan 

standar hidup masuk dalam kondisi 

kritis. Kritisnya kesehatan penerima 

manfaat dikaitkan dengan pola 

kesehatan dan pemenuhan gizi 

misalnya pemenuhan nutrisi. Mereka 

hanya cukup memenuhi kebutuhan 

makan tanpa melihat seberapa baik 

kandungan nutrisi. Adapun, 

pendidikan memberikan kondisi baik 

mengingat mereka menyekolahkan 

anak mereka. Hasil indeks 

kesejahteraan subjektif terlihat berbeda 

dari faktor kesejahteraan lainnya. Rata-

rata persepsi penerima bantuan menilai 

kondisi hidup mereka merasa puas saat 

ini meskipun melihat jumlah terdapat 

43.44% dalam kondisi kritis. Saat ini, 

penilaian kemiskinan multidimensi 

dapat digunakan untuk intervensi 

dalam target dan pengawasan rumah 

tangga (Alkire et al., 2015; Wietzke, 

2015). Beberapa alasan ini menangkap 

dinamika jangka panjang dalam 

kemiskinan dan kesejahteraan rumah 

tangga dan kebutuhan praktis untuk 

melakukan penargetan dan pemantauan 

intervensi dalam dimensi yang berbeda 

(Wietzke, 2015).  

Kedua, rata-rata demografi rumah 

tangga penerima bantuan masih di 

bawah garis kemiskinan perkotaan yang 

menunjukkan penghasilan di bawah 

satu juta (mean 2.20, SD 1.328), garis 

kemiskinan di Kota Bandung 428.832 

(tabel 1). Ukuran rumah tangga 

mempunyai asosiasi dengan 

kemiskinan. Faktor pendorong 

kemiskinan berasal dari determinan 

kemiskinan di tingkat rumah tangga 

karena mendorong dalam 

meningkatkan pendapatan seperti: 

umur, ukuran rumah tangga, 

pendidikan, etnis, status pekerjaan, 

status perkawinan, sektor kehidupan, 

sifat cacat kepala rumah tangga, 

memiliki lahan dan menerima remitansi 

(Ravindra Deyshappriya & 
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Minuwanthi, 2020). Adapun ukuran 

keluarga di perkotaan dapat 

membentuk kualitas hidup secara 

subjekti (Diener et al., 1993; Kittiprapas, 

2009; Lehman et al., 1995). Oleh karena, 

ukuran keluarga penerima bantuan di 

Kecamatan Babakan Ciparay dapat 

mengalami kualitas hidup yang rendah, 

seperti mereka masih hidup bersama 

dengan kepala keluarga lain dalam satu 

rumah, memiliki anak di atas dua, usia 

yang produktif namun memiliki 

pendidikan rendah. 

Secara moneter, demografi penerima 

bantuan dapat memberikan pengaruh 

terhadap status kemiskinan rumah 

tangga. Kemiskinan keluarga dapat 

disebabkan faktor internal seperti 

penghasilan (Hayati & Syafrida 

Nasution, 2020). Sering kali, orang yang 

memiliki penghasilan rendah sulit 

melakukan investasi  karena kapasitas 

tabungan yang rendah dan akses kredit 

yang sulit (Rossel et al., 2019). 

Berkenaan dengan kebutuhan pokok, 

penduduk perkotaan dapat 

meningkatkan ketimpangan 

pendapataan akibat kenaikan harga 

beras bagi mereka yang tinggal di luar 

produsen beras (Badolo & Traoré, 2015). 

Jika penghasilan penerima bantuan 

rendah dan mengalami kenaikan pada 

kebutuhan pokok, ada penundaan 

pemenuhan kebutuhan penting lainnya 

demi mewujudkan kebutuhan primer 

(opportunity cost.). Rumah tangga yang 

dikepalai perempuan program BTB 

tidak selalu cukup mengatasi 

kemiskinan awal. Rumah tangga yang 

dikepalai oleh perempuan lebih 

mungkin berada dalam kemiskinan 

ketimbang dikepalai oleh laki-laki 

(Pukuh & Widyasthika, 2018) maka 

penerima bantuan berstatus janda (8%) 

menghadapi kesulitan yang sama.  

Meskipun kondisi tersebut menjadi 

berbeda apabila penerima manfaat 

mempunyai pekerjaan yang mampu 

memenuhi kebutuhan rumah tangga 

dan penerima bantuan masih 

memanfaatkan bantuan yang diterima 

(Rubio-Sanchez et al., 2021). Selain itu, 

ibu yang kurang berpendidikan 

biasanya menghadapi kendala 

keuangan yang lebih besar dan 

keputusan untuk melanjutkan 

pendidikan lebih tinggi jauh lebih 

sensitif daripada keputusan mengenai 

sekolah dasar (Feng, 2021) terutama 

bagi penerima manfaat sudah menjadi 

single parent.  

Pengukuran indeks kesejahteraan 

melalui NESP dilakukan secara mandiri 

atau berdiri sendiri di tiap indikator. 

Terkait faktor apa saja yang dapat 

menjadi penghambat dalam 

meningkatkan kesejahteraan penerima 

bantuan telah diketahui. Namun, studi 
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ini belum melihat asosiasi atau yang 

mempengaruhi satu sama lain dari 

dampak program. Namun, jika melihat 

asosiasi faktor kesejahteraan dengan 

subjektifitas penerima bantuan di 

Kecamatan Babakan Ciparay 

menunjukkan berbeda. Ada asosiasi 

faktor kesejahteraan yang membentuk 

subjektifitas penerima BTB (conditional 

cash transfer) di Kecamatan Babakan 

Ciparay (Ismail et al., 2022). Hal yang 

sama dalam temuan program bantuan 

tunai, khususnya bantuan tanpa syarat 

(unconditional cash transfer) yang 

menyimpulkan bahwa dampak 

program bantuan tunai belum 

meningkatkan kesejahteraan subjektif, 

namun dampak program tersebut 

memberikan kepuasan pada penerima 

bantuan (Khomaini, 2020). Namun 

temuan penelitian ini dengan 

melakukan ukur kesejahteraan subjektif 

menunjukkan kondisi baik. 

Secara umum, subjektif mendapatkan 

dampak dari non moneter dalam hal 

kesejahteraan inti dan lingkup 

kesejahteraan, walaupun hasilnya akan 

berbeda di tiap indikator yang 

digunakan. Sebagaimana kondisi 

subjektif penerima bantuan dalam 

kondisi baik namun kualitas atau 

kepuasan hidup dapat berubah jika 

dihadapkan pada perubahan kondisi 

ekonomi (pendapatan, kemiskinan, 

dependensi), layanan pendidikan, 

kondisi lingkungan, layanan kesehatan, 

keamanan publik, kondisi sosial 

(Muhammed & Abubakar, 2020), 

psikologis dan material yang dialami 

oleh masyarakat miskin berkontribusi 

pada status kesehatan (Camfield & 

Skevington, 2008). Hal ini dapat terjadi 

jika dihadapkan pada situasi wabah 

penyakit, seperti wabah COVID-19, 

kehilangan pekerjaan, dan lainnya yang 

mempengaruhi kondisi keuangan 

masyarakat miskin atau rentan. 

Individu/keluarga yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya dapat 

dikaitkan dengan kurangnya dukungan 

sumber daya di daerah sehingga dapat 

mempengaruhi subjektif. Apalagi 

penerima BTB merupakan keluarga 

miskin yang berada di desil terendah 

tingkat kesejahteraanya. Semakin parah 

jika penerima bantuan tinggal di 

perkotaan dihadapkan dengan 

karakteristik daerah itu sendiri. Untuk 

membantu rumah tangga dalam 

memenuhi kebutuhan demi 

kelangsungan hidup dibutuhkan modal 

manusia, sosial, alam, fisik, dan 

ekonomi. Tujuannya adalah untuk 

menciptakan nilai bagi penerima 

bantuan dan meningkatkan 

keterampilan guna memanfaatkan 

sumber daya secara berkelanjutan 

melalui sustainable livelihood. Strategi 
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sustainable livelihood untuk menghindari 

kerentanan, dan keputusan kebijakan 

(Serrat, 2017) karena keputusan dalam 

menilai atau mengukur 

kemiskinan/kesejahteraan melihat dari 

segala dimensi. 

Ukuran kesejahteraan dengan 

melihat aspek moneter dan non moneter 

dapat menjawab bagaimana kerentanan 

penerima bantuan melalui NESP 

terlihat. Selain mengidentifikasi faktor 

kesejahteraan, dapat dilakukan dalam 

proses penerapan persyaratan BTB. 

Persyaratan dapat meningkatkan 

kerentanan penerima karena implikasi 

kebijakan (Rossel et al., 2019). Dalam 

pengertian ini, dikhawatirkan dari 

dampak kebijakan yang ada dapat 

menyampingkan kualitas layanan yang 

buruk bagi penerima bantuan sehingga 

membuat mereka lebih rentan. Oleh 

karena itu, menegaskan bahwa konteks 

pelaksanaan BTB melihat hambatan 

teritorial dan jarak geografis (Nieto-

Aleman et al., 2019). Singkatnya, jika 

program BTB memperkenalkan 

persyaratan dalam memberikan 

bantuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan maka meningkatkan 

kualitas pelaksanaan BTB tanpa 

menyampingkan yang sudah ada. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan 

bahwa pengelolaan persyaratan dapat 

memberikan ruang untuk kesalahan 

informasi dan kebijaksanaan di pihak 

aktor lokal, yang dapat menyebabkan 

kesulitan dalam penerimaan penerima 

bantuan. BTB telah membuktikan 

manfaat bagi masyarakat miskin dan 

telah menjadi alat yang tepat waktu 

pandemi COVID-19 (Braun & Ikeda, 

2020).  

Akhirnya, ukuran kesejahteran dan 

ukuran keluarga dapat diketahui. 

Sistem pemantauan kemiskinan 

regional/lokal dengan mendekatkan 

moneter dan non-moneter dalam BTB 

memberikan informasi yang 

komprehensif dan relevan untuk 

perencanaan tingkat regional hingga 

kecamatan (Gonner, Haug, Cahyat, 

Wollenberg, de Jong, et al., 2007). Ini 

dilakukan untuk memotret kemiskinan 

regional. Kemiskinan regional terjadi 

dalam keadaan yang sangat berbeda, 

seperti kelangkaan sumber daya, 

konflik, kebebasan memilih, dan 

ketidaksetaraan. (Nieto-Aleman et al., 

2019). Informasi tentang komponen 

dasar (pendidikan, kesehatan dan 

standar hidup) dan lingkup 

kesejahteraan (spheres welfare) dapat 

membantu dalam perencanaan 

ditingkat provinsi/kabupaten. Ini untuk 

mengetahui titik-titik kemiskinan 

supaya dapat mengidentifikasi 

kebutuhan untuk rumah tangga yang 

mengalami kemiskinan akut (kebutuhan 
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dasar), antisipasi kemiskinan yang tidak 

didukung oleh lingkup kesejahteraan, 

identifikasi strategis dalam mengurangi 

kemiskinan kronis dan mampu 

mengidentifikasi area prioritas untuk 

pembangunan yang lebih merata dan 

melacak perubahan data kemiskinan 

dari waktu ke waktu. Sementara itu, 

studi ini hanya mengukur kesejahteraan 

sehingga mempunyai keterbatasan 

dalam melihat dampak dari program. 

Oleh karena itu, perlu mendekatkan 

konsep yang sama untuk penelitian ke 

depan agar lebih baik. 

 

KESIMPULAN 

Studi ini melengkapi literatur 

kesejahteraan yang menggunakan 

analisis deskriptif dalam mengukur 

kesejahteraan penerima BTB di 

perkotaan. Melalui pengukuran dengan 

menggunakan indeks kesejahteraan 

nested spheres of poverty untuk 

menentukan kondisi 

penghambat/kelemahan penerima 

manfaat dalam meningkatkan 

kesejahteraan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa secara rerata 

indeks subjektifitas penerima bantuan 

masih optimis dengan kondisi 

kesejahteraan sekarang, meskipun 

secara jumlah rumah tangga mengalami 

kritis. Sementara lingkup multidimensi 

dan lingkup pendukungnya mengarah 

ke deprivasi kesejahteraan bagi 

penerima bantuan yang notabene 

ukuran keluarga penerima bantuan 

masih di bawah garis kemiskinan. 

Sampai saat ini BTB telah menambah 

pendapatan mereka dalam mengakses 

kesehatan dan pendidikan. Namun 

struktur BTB saat ini menawarkan 

kemungkinan untuk membuat 

kesenjangan di kalangan masyarakat 

menciptakan ketimpangan di kalangan 

miskin karena ketimpangan akan 

semakin parah jika yang termiskin 

kurang mendapatkan manfaat dari 

program. Jika ini dihadapkan pada 

penerima aktif maka mereka yang 

tinggal di perkotaan dan memiliki 

kesejahteraan di kuantil terendah serta 

memiliki penghasilan rendah dapat 

mengalami opportunity cost dalam 

memenuhi kebutuhan hidup. Sebab, 

hasil studi menunjukkan kondisi 

demografi penerima bantuan masih di 

bawah garis kemiskinan. Adapun bagi 

eks penerima bantuan dapat kembali 

memparah pada kemiskinan 

multidimensi (kesehatan dan standar 

hidup). 

Pentingnya program BTB dalam 

mengentas kemiskinan untuk generasi 

anak, alternatif kebijakan untuk 

masalah tersebut dengan resertifikasi 

guna memenuhi prasyarat 

kondisionalitas keluarga penerima 
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manfaat. Pemerintah pusat/daerah perlu 

preferensi ukuran kesejahteraan 

kembali dalam penentuan target sasaran 

calon penerima, pemantauan 

pelaksanaan dan exit program melalui 

pendekatan moneter dan non moneter. 

Sebab, hal ini dapat dilihat faktor-faktor 

yang menghambat dalam meningkatkan 

kesejahteraan penerima BTB. Misalnya 

memperluas konvergensi program 

bantuan kepada penerima BTB dan 

mengoptimalkan asistensi sosial untuk 

meningkatkan mata pencaharian 

berkelanjutan dan kondisi sosial 

ekonomi  melalui keterampilan sebagai 

upaya dasar memenuhi standar hidup 

yang layak.  
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